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Kata Pengantar

rinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam kerangka hukum hak asasi Internasional berlaku

bagi orang dewasa dan anak. Anak disebut secara eksplisit dalam berbagai instrumen internasional yang mengadopsi
kepentingan dan kebutuhan anak secara specifik dengan standart yang sangat specifik pula, yaitu standart perlindungan
anak. Dan dari sekian banyak hak anak yang di jamin dalam berbagai instrumen internasional tersebut, Konvensi Hak Anak
mengumpulkannya menjadi satu serta memformulasikan nya menjadi dengan sangat spesifik semua hak anak yang harus
di jamin dan dilindungi oleh negara, dan masyarakat interasional. Konvensi ini juga mengartikulasikan hak anak asasi anak
secara lebih lengkap dan memberikan petunjuk bagi kita semua tentang prinsip-prinsip yang mendasari pandangan dan per-
sepsi kita tentang anak.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tahun 1990 di susul dengan konvensi-konvensi lain yang secara explisit
melindungi anak-anak dari keterlantaran ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam kondisi terikat secara hukum dengan konvensi-
konvensi yang telah di ratifkasi tersebut, negara berkewajiban untuk menunjukkan kehendak baik secara politik untuk mere-
alisasikan maksud dan tujuan dari konvensi tersebut, dengan memenuhi dan melindungi hak-hak anak secara penuh.

Namun gambaran situasi anak di Indonsia selama lima dasawarsa ini menunjukkan bahwa kehendak baik dari negara untuk
menghormati dan melindungi hak-hak anak sangat tidak menjanjikan. Data menunjukkan bahwa angka kematian balita tu-
run-naik, angka drop out sekolah tidak pernah turun, korban demam berdarah makin bertambah setiap tahun, korban busung
lapar-meskipun di sembunyikan-tetap masuk hitungan yang mencemaskan.

Apa yang salah dari komitmen negara terhadap anak? Selama ini anak di pandang sebagai bagian dari keluarga sehingga
dengan memenuhi kebutuhan keluarga pada umumnya, kebutuhan dan kepentingan anak dianggap sudah terpenuhi juga.
Padahal dalam sebuah keluarga terdapat anak-anak yang berbeda situasinya, sehingga membedakan kepentingan dan kebu-
tuhan nya. Pandangan tersebut tidak hanya merupakan pandangan masyarakat umum, melainkan juga di adopsi oleh para
politisi dan pembuat kebijakan publik.Sehingga dalam pembuatan kebijakan publik, anak menjadi subyek yang invisible.
Beberapa kebijakan dan aturan khusus telah di buat oleh negara dalam kaitan dengan perlindungan anak. Namun umumnya
terganjal di tingkat implementasinya. Dalam banyak kasus, kebijakan dan peraturan tidak bisa diimplementasikan karena
tidak dialokasikan anggaran untuk implementasi kebijakan tersebut. Seperti misalnya implementasi perlindungan saksi dan
korban Perdagangan orang, akta kelahiran gratis,

Jakarta, 20 Juni 2007

Antarini Arna

Kata Pengantar




Indian Ocean

0 200 400km
[ S
e 200 400 mi

Jumlah Populasi

Struktur Usia

Philippine
Sea

s North
Pacific

241,973,879

0-14 tahun: 29.1%
Laki-laki: 35,823,456
Perempuan: 34,590,631

15-64 tahun: 65.7%
Laki-laki: 79,447,560
Perempuan: 79,449,399

65 tahun ke atas: 5.2%
Laki-laki: 5,526,389
Perempuan: 7,136,444




